SALINAN

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR &1 TAHUN 2019

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN DAN NON

Menimbang:

Mengingat:

PERIZINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI BALANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam
Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
138 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang  Pendelegasian
Kewenangan Penerbitan lzin dan Non Perizinan;

1.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembar Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor &7,



TambahanLembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

3, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor82,Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Penctapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679},

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembara Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601},

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia
Nomor 4383);



10,

11.

12.

13.

14.

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018

tentang Pelayanan Perijinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomo 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6215);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014

tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

PeraturanPresidenNomor 39 Tahun 2014 tentang
Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang
Usaha Yang Terbuka dengan Persyaratan di
BidangPenanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24
Tahun 2006 tentang pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20
Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan
Tatakerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);

Peratran Menteri Dalam NegeriNomor 138 Tahun
2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Organisasi  Perangkat  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2016 Nomorld4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Nomor 123);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN IZIN

DAN NON PERIZINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Ls
2,

10.

Daerah adalah Kabupaten Balangan,

Pemerintah Daerah adalah kepala dacrah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintah Daerah yvang memimpin pelaksanaan urusan pemenntahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.

Pemerintah Dacrah adalah Bupati scbagai unsure penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau
vang selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan
yang menyelenggarakan — urusan Pemerintahan  dibidang
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
Kabupaten Balangan.

PelayananTerpadu Satu Pintu yang selanjutnyadisingkat PTSP
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian
produk pelayanan melalui satu pintu.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis atau yang selanjutnya
disebut SKPD teknis adalah Badan, Dinas, Kantor yang mengelola
perizginan dan non perizinan.

Delegasi adalah Pelimpahan kewenangan dari Badan dan/ atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/ atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggungjawab
gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Perizinan adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas
persetujuan dari Pemerintah kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Non Perizinan adalah pemberian dokumen atau bikti legalitas atas
sahnyva sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang dalam
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(1)

(2)

13)

(<)

kemudahan pelayanan dan informasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi dari SKPD teknis terkait
tentang persetujuan untuk penerbitan suatu perizinan.

BAB Il
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 2

Bupati mendelegasikan kewenangan pemberian izin dan non izin
vang menjadi kewenangannya kepada DPMPTSP dan SKPD Teknis
Kabupaten Balangan,

DPMPTSP bertanggungjawab secara  administratif dan
menyelenggarakan pelayanan meliputi

a. membuat Standar Pelayanan (8P) dan Standar Operasional
Prosedur (SOPF) penerbitan izin dan Non izin;

penerimaan dan/atau penclakan berkas permohonan;

penerbitan dokumen izin dan non izin;

p o

penyerahan dokumen izin dan non izin; dan

i

pencabutan dan pembatalan dokumen izin dan non izin.

Tanggungjawab teknis berada pada SKPD teknis terkait, meliputi :

a. membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) Berita Acara
Tinjau Lapang dan penerbitan Rekomendasi;

b. menerbitkan rekomendasi;

¢. pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan dan
nonperizinan.

Jenisizin dan non izin yang didelegasikan kepada DPMPTSP dan
SKPD Teknis sebagaimana dimaksud ayat (1), tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Kepala DPMPTSP dalam memberikan dan menandatangani dokumen
Izin dan Non izin adalah atas nama Bupati.



Pasal 4

(1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP pada
bidang vang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis
sesuai dengan kebutuhan yang merupakan reprensentasi dari
SKPD teknis terkait.

(2) Tim teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki
kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis yang
tertuang dalam Berita Acara dan sebagai dasar Kepala SKPD Tekni
untuk memberikan Rekomendasi [zin dan Non Izin.

(3) Pembentukan dan anggota tim teknis dimaksud pada ayat (1)
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

BAB Il
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Pendelegasian Kewenangan Pemberian Izin dan Non Izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dapat ditarik kembali oleh Bupati, sebagian
atau seluruhnya, dalam hal:

a. Kepala dan SKPD teknis mengusulkan untuk ditarik kembali
sebagian atau seluruhnya; dan [/ atau

b. Kepala DPMPTSP dan SKPD teknis dianggap tdak mampu
melaksanakan pendelegasian Wwewenang vang telah
didelegasikan.

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Kewenangan Pemberian lzin Kapada Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

2. Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/337/Kum
TAHUN 2015 tentang Penetapan Jenis-Jenis Perizinan Untuk
Berusaha Yang Didelegasikan Kepada Kepala Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Balangan;



3, Surat Keputusan Bupati Balangan Nomor 188.45/338/Kum
TAHUN 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Kepada Kepala
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kabupaten Balangan Untuk Penerbitan dan Penandatanganan
Jenis-Jenis Perizinan.

4, Surat Keputusan Bupati BalanganNomor 188.45/454 /Kum TAHUN
2017 tentang Penetapan Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan
Untuk Berusaha Yang Didelegasikan Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Balangan.

Dithsghag di Paringin
A /ﬁda tadggsl 19 Desember 2019
I g» almaﬁ qa- NGAN,

\ \ / &
Diundang di Paringin

pada tanggal 19 Desember 2019

/SEKRETARIS DAERAH
/. " KABUPATEN BALANGAN,
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NIP. 19780929 200501 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2019 NOMOR 61
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